1. METODE PENELITIAN

3. 1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif
dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dimaksudkan sebagai usaha
mengadakan pembahasan dengan bertitik tolak kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengadakan
pengamatan terhadap kenyataan yang ada di lapangan dalam rangka pelaksanaan
peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya mengenai peran Inspektorat sebagai
pengawas pemerintah dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota

Bandar Lampung.

3. 2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data

sekunder.

a. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil studi lapangan yaitu
wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Wawancara
tersebut dilakukan dengan informan dan narasumber, yaitu Zainal Amrin
selaku Sekretaris Inspektorat Kota Bandar Lampung;

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan

hukum yang terdiri dari:
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Dari teori-teori sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa
profesionalisme sangat diperlukan di kalangan Pegawai Negeri Sipil, karena
profesionalisme sangat berkaitan dengan kompetensi, yang ditandai oleh ciri-ciri
sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan;

2. Komitmen pada kualitas;

3. Dedikasi;

4. Keinginan untuk membantu.

2. 5. 3 Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk
menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan,
tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar
larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar
jam kerja. Bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin diberikan hukuman
disiplin. Mengenai kewajiban dan larangan bagi PNS telah diatur secara jelas
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
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3. Dedikasi
Sebagai suatu bentuk pengabdian dari seorang PNS atas segala sesuatu yang
menjadi tanggung jawabnya dalam rangka membantu/melayani masyarakat atau
orang lain. Untuk dapat mengetahui dedikasi PNS dapat ditelusuri:
a. Kebanggaan pada pekerjaan
Merupakan perasaan yang ada pada diri seseorang yang dapat
menciptakan kepuasan apabila dapat melakukan pekerjaan yang baik.
b. Tanggungjawab pada pekerjaan
Merupakan kecenderungan sikap dari seseorang untuk berani mengambil
resiko atas pekerjaan yang telah dilakukannya.
c. Mengutamakan pada kepentingan umum
Sebagai kecenderungan sikap dan keinginan yang kuat dari seseorang
untuk selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan

diri sendiri/golongan.

4. Keinginan untuk membantu
Sebagai suatu sikap seseorang yang mencerminkan kejujuran dan keihlasan dalam
bekerja untuk membantu masyarakat. Untuk dapat mengetahui keinginan PNS
untuk membantu masyarakat dapat ditelusuri melalui:
a. Kejujuran
Merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang PNS untuk tidak
menyalahgunakan wewenang yang dibebankan kepadanya.
b. Keihlasan
Merupakan kecenderungan seorang PNS untuk melaksanakan tugas yang

menjadi tanggungjawabnya secara tulus.
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Merupakan keinginan dan kesungguhan dari seorang PNS untuk selalu
meningkatkan pengetahuannya agar dapat mengikuti perkembangan yang
terjadi dalam lingkungan kerjanya.
b. Menguasai bidang tugas
Merupakan bentuk kesadaran dan kesanggupan yang mendorong dari
seorang PNS untuk selalu memiliki tekat dan ketekunan dalam
melaksanakan tugas pekerjaan.
c. Efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan
Merupakan keinginan dari seorang PNS untuk dapat melaksanakan
tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. Komitmen pada kualitas
Sebagai rasa keterikatan untuk selalu meningkatkan kepandaian, kecakapan dan
mutu pekerjaan dari seorang PNS agar dapat mendorong kinerja. Untuk dapat
mengetahui komitmen pada kualitas dapat ditelusuri melalui:
a. Memiliki kecakapan
Merupakan kepedulian PNS untuk selalu meningkatkan kemampuan
dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
b. Kesanggupan dalam bekerja
Sebagai rasa keterikatan dalam dirinya terhadap tugas pekerjaan yang
menjadi tanggung jawabnya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan
baik.
c. Selalu meningkatkan mutu kerja
Merupakan keseriusan dari seorang PNS untuk melaksanakan pekerjaan

dengan sebaik-baiknya agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
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e. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan
dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala

Daerah, ia tidak berwenang untuk menghakimi apalagi menindak.

2. 5 Disiplin Pegawai Negeri Sipil

2. 5. 1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu jenis Kepegawaian Negeri di
samping anggota TNI dan Anggota POLRI (Undang-Undang No. 43 Tahun
1999). Pengertian Pegawai Negeri adalah warga negara RI yang telah memenuhi
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999).

2. 5. 2 Konsep Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil

Konsep profesionalisme Pegawai Negeri Sipil harus memiliki ciri-ciri sebagai
berikut:

1. Menguasai pengetahuan di bidangnya

Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperdalam pengetahuannya
dengan tujuan agar dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan
berhasil guna. Untuk dapat mengetahui penguasaan pengetahuan di bidangnya
dapat ditelusuri melalui:

a. Meningkatkan pengetahuan



27

pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi
pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan
apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala
Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau
tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan
efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah
pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai
Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah
Daerah. Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa Inspektorat Daerah sebagai
pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik, dan inspektorat memiliki
ciri antara lain adalah:

a. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi quality
assurance atau penyediaan kualitas pelayanan yang baik;

b. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (Kepala Daerah)
dalam organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

c. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat
menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang
jelas;

d. Kegiatan pemeriksaan bersifat sebelum dan sepanjang proses kegiatan

berlangsung;
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Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada
Gubernur atau Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari
Sekretaris Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati sesuai

ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan,
perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas
lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan. Untuk menyelenggarakan
fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan;

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian;

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial;
d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan asset;

dan

e. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat pengawas internal pemerintah daerah memiliki
peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi
manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program
pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, inspektorat mempunyai
kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan.
Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah,

Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus
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d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan
atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara
hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2. 4 Inspektorat Daerah

Dalam tata aturan pemerintahan di Indonesia dikenal adanya lembaga
Pengawasan Pembangunan, baik pengawasan internal maupun eksternal. Untuk
tingkat kementerian dikenal adanya Irjen (Inspektoratral Jendral), sebagai

pengawas internal. Sedangkan pengawas eksternal adalah BPK dan BPKP.

Pengawasan internal di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten pengawasan internal
dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh



